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Dalam KUH Perdata diatur mengenai Perjanjian dalam Buku III, salah satunya
adalah perjanjian menyelenggarakan jasa atau dikenal dengan Perjanjian Kerja
(Pasal 1601 KUH Perdata) dan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan). Dalam
melaksanakan hubungan kerja sering timbul perselisihan antara pengusaha dan
pekerja/buruh, terdapat 4 jenis perselisihan yaitu perselisthan mengenai hak,
perselisihan mengenai kepentingan, perselisihan tentang pemutusan hubungan
kerja dan perselisihan yang terjadi antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.
Perselisihan yang paling sering terjadi adalah perselisthan pemutusan
hubungan kerja yang bisa disebabkan karena beberapa hal, dan salah satunya
pemutusan hubungan kerja disebabkan karena kesalahan berat yang dilakukan
oleh pekerja yang dapat dilihat dalam Pasal 158 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
Pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh kesalahan berat yang
dilakukan pekerja/buruh merasa adanya ketidakadilan, sehingga diajukan
judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dengan putusan bahwa pasal tersebut
sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian ditindaklanjuti
oleh Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi dengan dikeluarkannya Surat
Edaran Nomor: SE. 13/MEN/SJ-HK/I/2005, bahwa PHK bisa dilakuka setelah
adanya putusan pengadilan pidana yang ber kekuatan hukum tetap dan
bilamana ada “alasan mendesak” maka bisa langsung mengajukan ke lembaga
peyelesaian perselisihan hubungan industrial.
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